
Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan penanganan pandemi 
Corona Virns Disease. 2019 (COVID-19) berupa 
penyelenggaraan karantina kesehatan dan pemakaman 
serta pemulasaraan jenazah dengan protokol kesehatan · 
karena Corona Virns Disease 2019 (COVID-19) dapat 
terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi 
dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada 
Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Artggaran 
2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang 
pada belanja Sub Kegiatan Fasilitasi . Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2022; 

b. . bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman 

. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan 

. bahwa ketentuan penggunaan dana Tambah Uang harus 
mendapat · persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan .dan 

. waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA PENANGANAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN 

SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DINAS SOSIAL 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 

BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 2 j TAHUN 2022 

TENT ANG 



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah 
Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

c. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tam.bah 

Uang Untuk Belanja Penanganan Corona Virns Disease 

2019 Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga Di Dinas Sosial Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 9); 

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 

105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

sernarang Norn.or 27 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 

27); 

17. Peraturan Bupati Semarang Norn.or 106 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2021 Nomor 106); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Semarang. 
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan 

kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan 
yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat 
ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan 
pembiayaan Langsung. 

5. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang 
yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala 
apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/ atau pemisahan 
peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga 
terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab 
Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah 
kemungkinan penyebaran ke orang dan/ atau barang disekitarnya. 

6. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah 
beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi 
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit 
atau kontaminasi. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA 

TAMBAH UANG UNTUK BELANJA PENANGANAN CORONA 

VIR.US DISEASE 2019 PADA SUB KEGIATAN FASILITASI 
BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DINAS 
SOSIAL KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN: 



ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat 
pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pengguna dari dinyatakan dengan surat pernyataan 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan 

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

Pasal 3 
(1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Belanja Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Sub Kegiatan 
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Maret 2022. 

(2) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan 
kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), maka sisa Tambahan Uang harus disetor kembali ke 
Rekening Kas Umum Daerah, kecuali: 
a. kegiatan yang pelaksanaanya melebihi 1 (satu) bulan dan 

a. Operasional Karantina Kesehatan Isolasi Terpusat Corona Virus 

Disease 2019 {COVID-19) sejumlah Rp744.940.334,00 (tujuh ratus 
empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus 
tiga puluh empat rupiah); 

b. Operasional Pemakaman Jenazah dengan Protokoler Kesehatan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejumlah Rp75.380.000,00 
(tujuh puluh limajuta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan 

c. Operasional Pemulasaraan Jenazah dengan Protokoler Kesehatan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejumlah Rpl0.200.000,00 
(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). 

Pasal 2 

(1) Besaran dana Tambah Uang untuk Belanja Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2022 adalah Rp830.520.334,00 (delapan ratus tiga puluh juta 
lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). 

(2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

BAB II 

DANA TAMBAH UANG 




